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Komitmen Jepang dalam Membantu Mengatasi
Krisis Ekonomi Indonesia 1997-2000

SYyAMsuL HADI, DONNA I. FITRAH,

Abstract

DAN NURUL ROCHAYATI

This article discusses Japan's role during the economic crisis in Indonesia, 1997-2000. Responding
to the crisis, Japan provided financial aid to support Asian countries, including Indonesia, to help
- them out of the crisis. Japan, as the biggest economic power in Asia, had a regional responsibility to
| bring the Asian crisis to an end. One of the Japan’s aids was the program well-known as the
Miyazawa Plan. The Miyazawa Plan was very advantageous for Indonesia. Suffering badly
damaged economic condition, Indonesia obviously needed fund support from foreign countries. For
| Japan, there was not only the responsibility reason. Japan realized that the crisis would
disadvaniage Japan, because ils assets in Indonesia were very significant. And it was the Japan’s
- aim fo prolect its economic interest in Indonesia.

' PENDAHULUAN

Pada tahun 1996, Indonesia merupakan ne-
gara dengan pendapatan perkapita US$
1000. Fakta ini memunculkan optimisme
yang besar bagi banyak kalangan, baik di
dalam maupun di luar negeri, akan keber-
hasilan pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah Orde Baru. Namun demikian,
pada penghujung tahun 1997, kita menyak-
sikan keruntuhan ekonomi Indonesia,
menyusul wabah krisis finansial yang me-
landa kawasan Asia Timur dan Tenggara.
Dalam kondisi krisis yang cukup parah, In-
donesia jelas membutuhkan dukungan
ekonomi untuk dapat pulih kembali. Seba-
gai salah satu kekuatan utama ekonomi
regional dan global, Jepang merupakan ak-
tor penting yang diharapkan mampu mem-
bantu Indonesia dan negara-negara Asia
lainnya untuk lepas dari krisis.
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Jepang, yang dahulu dikenal sebagai salah
satu penerima bantuan terbesar Amerika
Serikat (AS) seusai Perang Dunia II, kemu-
dian berbalik menjadi negara pemberi ban-
tuan (donor country) sejak tahun 1953. De-
ngan keberhasilan pembangunan dan mo-
dernisasinya, Jepang, sebagai kekuatan re-
gional di Asia, terutama di bidang ekono-
mi, mencoba memikul tanggung jawab ter-
sebut. Secara resmi, pemerintah Jepang
menggariskan tiga tujuan dalam kebijakan
pemberian bantuan, yaitu; (1) melindungi
kepentingan nasional Jepang, (2) mencapai
perkembangan nasional di semua bidang,
dan, (3) memperoleh kembali pengaruh di
dunia internasional. Kebijakan pemberian
bantuan Jepang diwujudkan melalui meka-
nisme ODA (Official Development Assistan-
ce).!

57




Komitmen Jepang dalam Membantu Indonesia

Menurut data statistik ODA Jepang yang
dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri
Jepang pada tahun 1995, Indonesia dan
Cina merupakan penerima ODA terbesar
sejak dekade 1990-an. Pada tahun 1995,
Cina menerima bantuan sebesar US$
1.380,15 juta sedangkan Indonesia berada
di posisi kedua dengan US$ 892,43 juta.:
Indonesia sendiri mulai menjadi penerima
bantuan Jepang terbesar sejak tahun 1987.
Sepanjang masa pemerintahan Presiden
Soeharto, tingginya tuntutan pembangunan
dan modernisasi jelas membutuhkan dana
yang tidak sedikit. Konsekuensi akan ter-
fokusnya pembangunan ekonomi adalah
dengan dicanangkannya proyek-proyek
ambisius. Dan Jepang diyakini mampu
memberikan kucuran dana untuk membia-
yai sebagian besar proyek tersebut.

Tulisan ini berupaya untuk mendeskripsi-
kan peranan Jepang dalam membantu pe-
merintah Indonesia mengatasi krisis eko-
nomi yang berlarut-larut pada periode
1997-2000. Pembahasan akan diawali
dengan menganalisis kepentingan-kepen-
tingan yang melandasi peranan Jepang da-
lam membangkitkan kembali ekonomi In-
donesia, kemudian bagaimana wujud nyata
komitmen Jepang untuk membangkitkan
kembali ekonomi Indonesia. Bagian ter-
akhir akan menggambarkan kondisi eko-
nomi politik regional dan internasional di
balik komitmen Jepang tersebut.

KARAKTERISTIK HUBUNGAN INDO-
NESIA DENGAN JEPANG DI ERA SEBE-
LUM KRISIS '

Jepang dan Indonesia mempunyai hubung-

an ekonomi dan politik yang kuat serta sa-
ling terkait satu sama lain. Secara geografis,
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Selat Malaka dan Selat Lombok merupakan
jalur laut bagi perdagangan Jepang. Secara
politis, Indonesia merupakan negara terbe-
sar dan cukup berpengaruh dalam ASEAN.
Selain itu, Indonesia memiliki pasar yang
sangat potensial untuk industri ekspor Je-
pang. Setidaknya sebelum krisis melanda,
Indonesia juga dinilai sebagai negara yang
memiliki prasyarat investasi terbaik di
ASEAN, dengan tersedianya sumber daya
alam, tenaga kerja, dan sektor infrastruktur
yang memadai.’ Oleh karena itu, Jepang te-
tap merasa perlu untuk mendorong kema-
juan perekonomian Indonesia dan membi-
na hubungan baik dengan Indonesia. Da-
lam konteks regional, Indonesia merupa-
kan elemen penting bagi Jepang untuk
menjaga kepentingannya di ASEAN.

Bagi Indonesia, Jepang tidak hanya dilihat
sebagai pemberi dana paling besar—di ma-
na utang Indonesia kepada Jepang menca-
pai setengah dari keseluruhan utang luar
negeri Indonesia. Jepang juga merupakan
salah satu rekan dagang paling penting
Indonesia, baik di sektor ekspor (terutama
sektor energi, seperti minyak, gas bumi dan
batu bara) maupun sektor impor (khusus-
nya di sektor manufaktur dan elektronika).

Selain itu, Jepang adalah negara dengan
Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar
di Indonesia (lihat Tabel I). Kenyataan ini
menunjukkan, bahwa peranan ekonomi
Jepang di Indonesia lebih dari sekedar
“partner bisnis”. Oleh karena itu, Jepang
sudah sewajarnya diakui sebagai faktor
utama di balik kemajuan ekonomi
Indonesia.}
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Tabel |
Agregat Hubungan Ekonomi: Indonesia, Jepang,
dan rekan dagang lainnya
(share of total)

Amerika
Jopang |ASEAN Sarikat Jorman|Inggris |Pranch
er
Impor 20% 12%  [12% 7% 3% 2%
'lEhpor 26% 15% |14% 3% 2% 2%
Pinjaman
s lk 0%  [na 10% 10% |7% 8%
an
FDI (yan
t 926‘.» 21% (2% 1% 1%  |[neg.
disotujul)
ODA lE.(J% n.a. neq. 15% |neg 5%

Sumber. Diolah dan data BPS, Basle ( Bank of
International Settlements ), BKPM dan MOFA (Ministry
of Foreign Affairs, Japan).

Catatan:
n.a. =not availableilidak tersedia;
neg.=neghgible

Ada satu hal yang menarik dalam pemberi-
an bantuan ekonomi Jepang. Jepang tidak
pernah meminta prasyarat apapun dari In-
donesia, kecuali bahwa semua proyek pem-
bangunan di Indonesia yang didanai Je-
pang akan ditangani oleh konstruktor dari
Jepang, termasuk alat-alatnya. Namun Je-
pang sama sekali tidak berusaha untuk
mempengaruhi pembuatan kebijakan di In-
donesia, bahkan tidak mencampuri kebijak-
an politik Indonesia. Hal ini dilatarbela-
kangi oleh kebijakan Jepang yang selalu
mendasarkan program bantuannya dalam
kerangka “yang menguntungkan kedua be-
lah pihak” . Jepang seperti hanya ingin me-
libatkan diri dalam hubungan ekonomi se-
mata. Selebihnya, Jepang hanya bekerja-
sama dengan pemerintah Indonesia di sek-
tor pariwisata dan kebudayaan, seperti ber-
sama-sama mengadakan festival-festival

kebudayaan, pertukaran pelajar, dan paket
pariwisata.®

KRISIS EKONOMI ASIA DAN PERAN-
AN JEPANG
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Jatuhnya nilai mata uang baht Thailand pa-
da tahun 1996 berdampak luas terhadap
stabilitas nilai mata uang negara lain di
Asia Tenggara, termasuk rupiah. Insta-
bilitas nilai tukar tersebut jelas menim-
bulkan akibat negatif bagi perekonomian
Indonesia. Pada saat yang bersamaan, ter-
ungkap bahwa kondisi perbankan di Indo-
nesia ternyata tidak sehat. Akuntabilitas
perbankan di Indonesia dinilai meragukan,
karena mekanisme pemberian kredit yang
tidak semestinya. Dalam hal ini, kredit
jangka pendek dijadikan dana pembiayaan
untuk proyek-proyek jangka panjang, se-
perti bisnis properti yang justru melemah
pada awal terjadinya krisis. Akibatnya,
para kreditor tidak mampu mengembali-
kan dana pinjaman berikut bunganya. De-
ngan kata lain, aset-aset perbankan di Indo-
nesia tidak “ konkret”. Padahal, sebagian
besar dana kredit tersebut merupakan pin-
jaman luar negeri yang memiliki beban bu-
nga yang harus dibayarkan. Kredit macet
yang terjadi di Indonesia mencerminkan
ketidakmampuan perbankan untuk mem-
pertanggungjawabkan dana pinjaman luar
negeri tersebul, sehingga kepercayaan luar
negeri terhadap sektor perbankan di Indo-
nesia menjadi menurun. Kondisi demikian
mendorong investor-investor asing untuk
menarik investasinya dari Indonesia. De-
ngan demikian, kondisi ini mendorong ter-
Jadinya aliran modal keluar (capital outflow)
dalam jumlah yang sangat besar dari In-
donesia. Akibatnya, berbagai proyek dan
proses industri menjadi terhambat dan se-

cara keseluruhan perekonomian Indonesia
mengalami kelesuan.

Pada saat yang bersamaan dengan jatuhnya
mata uang baht Thailand, Jepang sendiri
sebenarnya tengah berada dalam kondisi
perekonomian yang kurang kondusif. Sejak
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berakhirnya “bubble economy™ pada awal ta-
hun 1990-an, Jepang mengalami kelesuan
perekonomian. Untuk menggerakkan kem-
bali perekonomian yang lesu tersebut, pe-
merintah Jepang jelas-jelas membutuhkan
dana yang konkret. Akan tetapi, pemerin-
tah Jepang dihadapkan pada kenyataan,
bahwa dana yang dibutuhkan tersebut ti-
dak ada di tangan. Ketiadaan dana konkret
tersebut disebabkan oleh “longgarnya” ke-
bijakan kredit pada masa bubble economy.”
Lesunya perekonomian domestik ini, yang
kemudian mempengaruhi stabilitas politik
dalam negeri Jepang, merupakan variabel
yang signifikan dalam melihat dinamika
hubungan Jepang dengan Indonesia.

Dalam kondisi perekonomian yang kurang
kondusif pada tahun 1996 tersebut, kondisi
politik domestik Jepang ketika itu pun ku-
rang stabil. Tekanan publik yang demikian
besar terhadap Perdana Menteri Tomiichi
Murayama, yang dinilai tidak mampu
mengatasi permasalahan ekonomi Jepang,
akhimya berlanjut dengan pengunduran
diri Murayama pada awal tahun 1996.%
Pengganti Murayama, Ryutaro Hashimoto,
menyadari bahwa posisinya sangat tergan-
tung kepada stakeholders di dalam negeri.
Oleh karena itu, pada awal pemerintah-
annya, Hashimolo terlihat cenderung mem-
fokuskan kebijakannya pada pemulihan
kondisi dalam negeri, Meskipun demikian,
secara umum Hashimoto tetap menjalan-
kan kebijakan ekonomi yang sebelumnya
telah dijalankan Jepang terhadap Indone-
sia.?

Periode tahun 1996-1997 merupakan awal
terjadinya krisis dan mulai terjadi pening-
katan intensitas krisis di Asia. Ketika itu,
efek conlagious depresiasi mata uang baht
mulai meluas ke berbagai negara di Asia
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Tenggara. Meskipun demikian, orientasi
kebijakan ekonomi Jepang terhadap nega-
ra-negara Asia Tenggara, untuk menganti-
sipasi arus krisis tersebut, ternyata tidak
banyak berubah. Hal ini terkait dengan
orientasi kebijakan pemerintahan Hashi-
moto vang cenderung terfokus pada kon-
disi dalam negeri. Kemudian baru pada
awal tahun 1998, Jepang mulai mengelu-
arkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih
terfokus kepada penanggulangan krisis di
Asia, dalam hal ini Indonesia. Satu hal
yvang menank adalah, meskipun kebijakan
Jepang cenderung terfokus kepada pemu-
lihan kondisi perekonomian dalam neger,
namun Jepang tetap berkomitmen tinggi
untuk terus menyediakan bantuan bagi ne-
gara-negara di Asia Tenggara. Komitmen
Jepang ini terlihat dari meningkatnya per-
sentase ODA terhadap GNP Jepang. Pada
tahun 1996 Jepang mengeluarkan ODA se-
besar 20 persen dari GNP dan meningkat
menjadi 22 persen pada tahun 1997.°
Peningkatan ini justru terjadi di saat nega-
ra-negara donor lainnya cenderung mengu-
rangi jumlah bantuannya terhadap negara-
negara Asia Tenggara.

Awal tahun 1998, Jepang mengalami sur-
plus neraca perdagangan. Meskipun hal
tersebut tidak terlalu berpengaruh terha-
dap penguatan nilai mata uang yen, na-
mun hal ini merupakan elemen positif bagi
GNP Jepang. Sejak itu terlihat bahwa
Jepang mulai proaktif melibatkan din da-
lam peran regional, seperti upaya untuk
mengakhiri krisis di Asia dan menganti-
sipasi dampak-dampak yang ditimbulkan-
nya. Salah satunya adalah dengan dikeluar-
kannya " Emergency Support Package" untuk
Asia Tenggara. Paket bantuan ini meliputi
¥ 70 triliun untuk ‘perbaikan struktural’
(structural adjusment)." Selain itu, pada bu-
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lan Juni 1998, Bank Ekspor-Impor Jepang
juga mencairkan dana pinjaman sebesar
Uss 1 miliar untuk membantu pemulihan
ekspor Indonesia.”? Tindakan Jepang yang
pro-aktif tersebut terkesan untuk mengim-
bangi kebijakan Jepang yang mengurangi
jumlah bantuannya sebesar 10.4 persen pa-
da anggaran tahun 1998.

Fenomena ekonomi dan politik yang ber-
langsung di Asia, khususnya di Jepang, se-
panjang tahun 1999 tidak akan lepas dari
dua hal mendasar yaitu: (1) krisis ekonomi
di Asia; dan (2) kepemimpinan Perdana
Menteri (PM) baru Jepang yang dilantik
pada akhir tahun 1998, Keizo Obuchi. Kri-
sis ekonomi yang melanda hampir seluruh
benua Asia, termasuk Jepang, menimbul-
kan kekhawatiran tersendiri bagi Jepang.
Krisis tersebut dikhawatirkan akan mem-
perburuk situasi ekonomi Jepang yang se-
dang dilanda resesi ekonomi semenjak
jatuhnya bubble economy pada tahun 1991.

Resesi ekonomi Jepang sepanjang dekade
1990-an ditandai dengan jatuhnya GDP
Jepang hingga mencapai titik negatif. Pa-
dahal ketika bubble economy berlangsung
tahun 1980-an, GDP Jepang meningkat se-
besar 4 hingga 6 persen. Di sektor per-
bankan, kredit macet dan bangkrutnya be-
berapa bank akibat jatuhnya harga asel
e'_'ionOmi, seperti tanah dan bangunan, ma-
k”‘_ mem-perburuk ekonomi Jepang."
sfrl.m; itu, pemerintah Jepang juga dipu-
kalgk an de°ﬂ.gan makin menurunnya ting-
i Onsumsi masyarakat karena harga ba-
ﬁng _k0n5umsi yang terlalu tinggi akibat
8glr_lya Pajak konsumsi yang ditetapkan
E;L“e@tahan sebelumnya.’s Menghadapi
dih::l yang sedemiklan pelik, Obuchi
eko aPl‘<ar! mampu memperbaiki keadaan
nomi ]e-pang, serta Asia secara umum.
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Langkah awal Obuchi dalam mengemban
tugas ini adalah mencoba membentuk ko-
alisi antara partai LDP (Liberal Democratic
Party) yang dipimpinnya dengan Partai Li-
beral pada bulan Januari 1999. Langkah ini
ditempuh guna memenangkan suara ma-
yoritas di majelis rendah Jepang sehingga
upayanya meloloskan Undang-Undang ti-
dak terlalu mendapat hambatan yang ber-
arti. Namun rencana pembentukan koalisi
ini terhambat ketika LDP dan Partai Liberal
terus berselisih pendapat mengenai Pa-
sukan Pertahanan Jepang (SDF).'* Koalisi
ini akhimya baru terealisasi pada bulan
Agustus 1999. Pada bulan Oktober 1999,
Obuchi berhasil membentuk koalisi baru
yang melibatkan Partai Komeito. Keberha-
silan pembentukan koalisi ini sangat dipe-
ngaruhi oleh kesediaan Obuchi melakukan
beberapa modifikasi pada sistem pemilihan
Jepang, seperti yang dikonsesikan oleh Par-
tai Liberal. V7

Keberhasilan pembentukan koalisi tiga par-
tai ini menyebabkan Obuchi mampu
menguasai majelis rendah sekaligus majelis
tinggi. Kesuksesan Obuchi di kancah po-
litik juga diikuti dengan kesuksesannya da-
lam pengelolaan ekonomi Jepang. Beberapa
penelitian yang dilakukan di Jepang sepan-
jang semester awal tahun 1999 menun-
jukkan bahwa Jepang mulai keluar dari re-
sesi ekonomi yang diyakini paling buruk
sejak Perang Dunia II. Kesuksesan Obuchi
terus berlanjut. Obuchi juga dinilai berhasil
menjalankan kebijakan ekonomi luar nege-
ri, yaitu Miyazawa Plan, yang pertama kali
dijalankan pada bulan Oktober 1998.

MIYAZAWA PLAN DAN KEPEMIMPIN-
AN REGIONAL JEPANG
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Miyazawa Plan adalah catatan penting da-
lam perjalanan kebijakan ekonomi inter-
nasional Jepang, karena ditujukan untuk
menolong negara-negara di Asia untuk ke-
luar dari krisis ekonomi. Kebijakan ini di-
nilai cukup berhasil dalam membantu be-
berapa negara Asia, seperti Malaysia dan
Korea Selatan, untuk keluar dari krisis eko-
nomi. Sejak pertama kali diluncurkan,
Miyazawa Plan  mendapatkan sambutan
yang positif dari beberapa negara Asia. Me-
lalui kebijakan ini Jepang siap mengu-
curkan dana sebesar USS 30 miliar yang
akan didistribusikan ke beberapa negara
Asia, tanpa menetapkan syarat-syarat ter-
tentu seperti yang diberlakukan oleh IMF.
Respon positif dari negara-negara Asia
membuat Jepang menambah US$ 5,5 miliar
ke dalam paket Mivazawa Plan pada bulan
Desember 1998.1*

Memasuki pertengahan tahun 1999, dana
vang disediakan pemerintah Jepang rupa-
nya tidak lagi memadai. Maka, Jepang pun
meluncurkan tahap kedua yang bernilai
USS$ 18,2 miliar. Namun di tahap kedua ini,
dana yang disediakan tersebut dikon-
versikan dalam bentuk program bond-
guarantee. Melalui program ini, Jepang akan
menjamin obligasi yang diterbitkan oleh
beberapa negara Asia agar mereka dapat
memperoleh dana cair dari negara maju
selain Jepang. Perkembangan selanjutnya
adalah beberapa negara Asia meminta
kesediaan Jepang untuk melanjutkan Miya-
zawa Plan. Permintaan tersebut disam-
paikan pada Pertemuan tingkat Tinggi
ASEAN 1999.

Komitmen Jepang dalam Miyazawa Plan
ternyata sangat serius. Di saat Jepang sen-
diri tengah menghadapi kemelut ekonomi
yang cukup pelik, Jepang masih ingin me-
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nunjukkan kepemimpinannya dalam roda
perekonomian Asia. Dalam JEI Report bulan
Februari 2000, discbutkan beberapa alasan
vang melatarbelakangi kebijakan Miyazaia
Plan tersebut. Pertama, Jepang merasa me-
miliki tanggung jawab regional untuk
menyelamatkan ekonomi Asia. Kedua, ada-
nya ikatan dan hubungan ekonomi yang
sangat kuat antara Jepang dan negara-ne-
gara Asia yang lain. Ketiga, Jepang ingin
menyelamatkan kepentingan ekonominya
di Asia. Jepang ingin menyelamatkan dana
kredit sebesar 123,8 miliar dollar yang ter-
tanam di Asia. Selain itu, Jepang juga ingin
menyelamatkan pasar Asia, karena Asia
merupakan pasar terbesar bagi Jepang.
Kondisi ini tercermin ketika pada tahun
1998, di saat krisis ekonomi masih parah,
negara Asia letap menyerap 34,7 persen
dari keseluruhan ekspor Jepang. Keempat,
keinginan Jepang untuk memperoleh peran
yang lebih penting dalam memimpin eko-
nomi Asia, sekaligus menggeser supe-
rioritas Amerika. Kelima, keinginan Jepang
untuk menginternasionalisasikan yen. Be-
berapa pengamat mengatakan bahwa ke-
pentingan internasionalisasi yen tidak se-
penuhnya berhasil meskipun kekuasaan
ekonomi Jepang di Asia tidak terbantahkan
lagi.

MIYAZAWA PLAN DAN KRISIS DI IN-
DONESIA

Ketika krisis ekonomi terjadi pada peng-
hujung tahun 1997, Indonesia berada pada
kondisi yang sangat memprihatinkan, baik
secara politik maupun ekonomi. Di arena
politik, Presiden Soeharto bahkan dipaksa
mundur dari jabatannya pada bulan Mei
1998, karena dianggap gagal menangani
krisis ekonomi. Di sektor ekonomi, kejatuh-
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an rupiah terhadap dollar AS hingga men-
capai angka Rp 11.000 per satu dollar AS
menghancurkan  hampir seluruh  sektor
ckonomi. Melonjaknya harga barang, bang-
krutnya usaha-usaha besar, serta mem-
bengkaknya utang luar negeri menyebab-
kan keruntuhan ekonomi Indonesia. Belum
lagi penarikan dana investasi besar-besaran
oleh para investor asing. Keadaan ini ma-
kin diperburuk dengan kredit macet yang
menyebabkan pemenintah Indonesia ham-
pir-hampir tidak mampu membiayai ang-
garan belanjanya, sekaligus membayamya
pada negara donor termasuk Jepang. Di sa-
at seperti inilah, bantuan keuangan dari ba-
dan keuangan internasional dan negara-ne-
gara yang selama ini menjadi negara donor
bagi Indonesia terasa sangat penting. De-
ngan hubungan ekonomi yang terjalin baik
selama beberapa tahun terakhir, kehadiran
Jepang sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi
karena Indonesia tidak akan mampu meng-
atasi krisis ekonomi hanya dengan meng-
andalkan bantuan IMF, Bank Dunia dan
Bank Pembangunan Asia, terutama setelah
dana yang disediakan oleh ketiga badan
tersebut tidak mampu menutupi defisit
anggaran pendapatan Indonesia 1999-2000.
OECD, Bank Dunia dan Bank Pemba-
ngunan Asia hanya mampu menyediakan
dana sebesar USS$ 6 miliar sementara Indo-
nesia membutuhkan US$ 10,3 miliar.

Harapan Indonesia menjadi kenyataan saat
Indonesia dimasukkan ke dalam daftar ne-
gara yang akan menerima paket bantuan
Jepang, Miyazawa Plan. Meskipun terjadi-
nya kredit macet di Indonesia menyebab-
kan pemerintah Jepang khawatir Indonesia
tidak mampu membayar ulangnya, Jepang
tetap pada komitmennya untuk memberi-
kan bantuan bagi Indonesia untuk keluar
dari krisis ekonomi melalui Miyazawa Plan,
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yang mulai dikucurkan pada bulan Maret
1999. Pada tahap pertama ini, Indonesia
akan menerima dana sebesar US$ 680 juta
atau Rp 6,2 trillun. Dana tersebut akan di-
gunakan untuk mendukung program Ja-
ring Pengaman Sosial sebesar Rp 3,5 triliun
(USS 380 juta) dan untuk Program Pem-
bangunan Kesehalan senilai Rp 2,7 triliun
(USS 300 juta). Pinjaman tersebut bersifat
lunak dengan suku bunga sebesar 1 persen
per tahun dan pembayaran kembali ber-
langsung selama 30 tahun termasuk masa
tenggang (grace period) 10 tahun.'

Bantuan Jepang untuk Indonesia terus ber-
lanjut. Jepang juga telah menyimpan dana
sebesar US$ 1 miliar di bank JEXIM, yang
akan digunakan untuk membantu kelan-
caran impor dan ekspor antara Indonesia
dengan Jepang.® Dan sekali lagi, melalul
Miyazawa Plan tahap dua, Jepang menawar-
kan USS 16 miliar untuk menjamin obligasi
(global sovereign bond) yang diterbitkan pe-
merintah Indonesia agar memperoleh dana
cair dari luar negeri. Tawaran Jepang ini
sangat menguntungkan Indonesia karena
obligasi Indonesia sebenarnya bernilai C
yang digolongkan default. Akan tetapi, ka-
rena adanya jaminan dari Jepang, obligasi
Indonesia bisa dipastikan laku di pasar in-
ternasional !

Selain melalui Miyazawa Plan, Jepang juga
membantu Indonesia dalam bentuk ODA
yang disalurkan melalui Consultative
Group on Indonesia (CGI). Bantuan terse-
but diumumkan pada pertemuan CGI di
Paris pada tanggal 27-28 Juli 1999. Jepang
menjanjikan akan memberi bantuan sebe-
sar USS 1,57 miliar, termasuk di dalamnya
bantuan hibah US$ 42 juta dan pinjaman
non-ODA senilai  US$ 100 juta. Selain itu,
pemerintah Jepang juga memberikan hibah
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sebesar  Rp 143 miliar yang merupakan
realisasi janji Jepang pada pertemuan CGl
ke-7 pada tahun 1998 untuk memberikan
hibah sebesar Rp 1,5 triliun =

Pada bulan Agustus 1999, skandal Bank Ba-
li mengguncang Indonesia. Akibat skandal
ini, bantuan IMF bagi Indonesia ditunda.
Jepang pun juga membekukan program
bantuannya, meskipun sebelumnya pihak
Jepang telah meyakinkan pihak Indonesia
bahwa mereka tidak akan membekukan
bantuannya. Namun setelah hubungan In-
donesia-IMF membaik pada akhir 1999,
Jepang pun mengucurkan kembali ban-
tuannya.

Jepang kembali dikecewakan ketika Indo-
nesia selama akhir tahun 1999 hingga awal
2000 meminta keringanan utang dari Je-
pang. Permintaan ini dilakukan sebagai
upaya Indonesia menjadwalkan kembali
pembayaran utang luar negerinya senilai 6
miliar dolar yang akan jatuh tempo antara
tahun fiskal 1999/2000 hingga 2001/2002.
Akan tetapi, pemerintah Jepang menolak
opsi penghapusan utang. Jepang hanya me-
negaskan, bahwa Jepang akan tetap mem-
berikan bantuan pada Indonesia, selama
Indonesia tidak meminta penghapusan
utang.?® Hal yang sama pernah diutarakan
Jepang pada tahun 1995 dalam laporan ta-
hunan ODA yang dikeluarkan oleh Kemen-
terian Luar Negeri. Dalam laporan tersebut
disebutkan:

“Bagaimanapun juga, risiko-risiko nilai
tukar mata uang merupakan hal yang
terkait dengan transaksi-transaksi finan-
sial internasional dalam sistem nilai tukar
yang mengambang, dan pada dasarmyaitu
merupakan tanggung jawab dari peng-
utang untuk mengatasi risiko-risiko itu.
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Sclain itu juga tidak boleh diabaikan
bahwa apresiasi yen juga memiliki sisj
positif...Oleh karena itu, argumen-argu-
men yang menckankan hanya pening-
katan pembayaran utang saja tidak perlu
memenuhi gambaran keseluruhan dalam
perspektif yang sebenarnya”?

Kekecewaan Jepang terhadap tidak efek-
tifnya supremasi hukum dan buruknya sis-
tem perbankan di Indonesia menyebabkan
Jepang mengubah fokus pinjaman untuk
Indonesia. Setelah menolak  permintaan
penghapusan utang dan hanya bersedia
melakukan penjadwalan kembali utang In-
donesia, Jepang akan mengubah pinjaman
dana cair menjadi upaya penyediaan keca-
kapan finansial (financial know-how). Jepang
menganggap, bahwa kesulitan Indonesia
untuk keluar dari krisis ekonomi disebab-
kan oleh langkanya sumber daya manusia
dengan keahlian yang baik serta tatanan
hukum yang baik. Selain itu, Jepang meng-
anggap bahwa dana yang dikucurkannya
selama ini kurang efektif.s

Goncangan politik dan ekonomi di Indo-
nesia tidak hanya menghambat pencairan
dana bantuan, tetapi juga mempengaruhi
nilai investasi di Indonesia. Nilai investasi
sepanjang bulan Januari-Agustus 1999 tu-
run sekitar 70 persen. Padahal di awal ta-
hun 1999, beberapa pengusaha Jepang ma-
sih mengisyaratkan, bahwa Indonesia ada-
lah tempat yang menguntungkan dalam in-
veslasi.’

Dengan kondisi ekonomi, sistem perbank-
an, dan tatanan hukum yang buruk, ter-
nyata tidak menyurutkan niat Jepang un-
tuk tetap memberikan bantuan kepada
Indonesia. Pada tanggal 25 Januari 2000,
Jepang menyerahkan bantuan senilai US%
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700 juta, yang merupakan hasil kesepakat-
an yang tertuang dalam perjanjian anatara
[ndonesia dan JBIC (fapan Bank for Inter-
national Cooperation). JBIC sendiri dibentuk
pada bulan Oktober 1999 yang merupakan
hasil merger antara JEXIM dan The OQuerseas
Economic Cooperation Fund. Pinjaman JBIC
ini akan digunakan untuk membantu de-
fisit APBN. Di samping bantuan tersebut,
dana Miyazawa Plan yang mulai dikucur-
kan Maret 1999, juga tetap dikucurkan
sepanjang tahun 2000.

Kenyataan tersebut di atas memperlihatkan
komitmen Jepang yang stabil. Pada bulan
April 2000, terjadi pergantian kepemimpin-
an di Jepang, dari PM Keizo Obuchi ke
Yoshiro Mori, disebabkan karena Obuchi
mengalami stroke dan kemudian wafat. Hal
ini menyebabkan proses pencairan dana
menjadi tersendat-sendat. Kunjungan Pre-
siden Abdurrahman Wahid pada bulan
April tahun 2000, diharapkan akan men-
cairkan kebuntuan ini. Akhirnya, pemerin-
tah Jepang setuju untuk mengalokasikan
dana sebesar USS$ 1 miliar yang tercakup
dalam Miyazawa Plan kepada Indonesia un-
tuk membantu sektor UKM yang terkena
dampak paling buruk akibat krisis ekono-
mi. Keadaan ekonomi Indonesia, yang tak
juga membaik, menyebabkan pemerintah
Jepang memberikan perhatian lebih pada
Indonesia. Apalagi Indonesia adalah nega-
radengan potensi ekspor yang cukup besar
bagi Jepang. Bantuan sejumlah US$ 1 miliar
tersebut akhimya cair pada bulan Oktober
2000 dan kemudian disalurkan pada tahun

2001 untyuk mengembangkan usaha kecil
dan koperasi.

Tem')’ali\ Indonesia belum juga menarik
Eelajaran dari peristiwa pembekuan dana
antuan saat memburuknya hubungan [n-
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donesia dengan IMF pada pertengahan ta-
hun 2000. Terkatung-katungnya proses re-
formasi dan kembali memburuknya hu-
bungan Indonesia-IMF menyebabkan Je-
pang mengancam akan mengurangi dana
pinjaman yang akan diberikan. Keadaan ini
cukup mengkhawatirkan, mengingat Je-
pang adalah negara donor terbesar bagi
[ndonesia. Data Kementerian Luar Negeri
Jepang menunjukkan total pinjaman me-
lalui ODA pada tahun anggaran 1999/2000
(berakhir 31 Maret 2000) mencapai 87,6
miliar yen. Dengan demikian, total pin-
jaman yang sudah dicairkan Jepang hingga
Maret 2000 mencapai 3,92 triliun yen.

Sementara itu, ekonomi Jepang yang terus
mengalami stagnansi berusaha dipulihkan
kembali melalui beberapa cara. Pertama, di-
kucurkannya economic recovery package,
yang pertama kali diluncurkan pada tahun
1998. Kedua, memastikan agar pasar luar
negeri masih dapat menyerap barang-ba-
rang produksi Jepang. Ketiga, pengem-
balian dana pinjaman yang tertanam di ne-
gara-negara Asia yang terkena krisis. Bila
ketiga hal tersebut dapat dilaksanakan, ma-
ka bukan hal yang mustahil untuk me-
ngembalikan kinerja ekonomi Jepang se-
perti sebelum tahun 1990-an. Cara kedua
dan ketiga dapat dicapai dengan membe-
rikan kucuran dana untuk memulihkan
ekonomi negara-negara Asia, termasuk In-
donesla, yang terkena dampak krisis. Ku-
curan dana bantuan tersebut kemudian di-
wujudkan melalui paket Miyazawa Plan.
Oleh karena itu, semua hal yang dilakukan
oleh Jepang, melalui paket bantuan untuk
Indonesia yang dirasakan sangat memban-
tu, pada dasarnya adalah untuk menyela-
matkan ekonomi Jepang itu sendiri. 27
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CATATAN PENUTUP

Kebijakan ekonomi Jepang terhadap nega-
ra-negara Asia Tenggara vang terkena kri-
sis, termasuk Indonesia, dikeluarkan dalam
situasi dilematis yang membayangi elite
pemerintahan Jepang. Di satu sisi, Jepang
sebagai kekuatan utama ekonomi regional
memiliki tanggung jawab moral, dan ter-
lebih lagi tanggung jawab secara ekonomi
untuk menjaga stabilitas ckonomi Asia. Te-
kanan terhadap Jepang untuk membantu
negara-negara yang terkena krisis tidak ha-
nya datang dari negara-negara Asia, me-
lainkan juga dari negara-negara besar se-
perti Amerika Serikat.

Selain itu, organisasi ekonomi multilateral
sangat tergantung kepada Jepang dalam
hal penyediaan dana pinjaman. Jepang te-
lah menjadi salah satu negara donor ter-
besar di dunia dan telah dijadikan harapan
bagi negara-negara di kawasan Asia Teng-
gara dalam upaya mengakhiri krisis. Na-
mun, di sisi lain, Jepang sendiri masih ber-
gelut dengan resesi ekonomi dalam nege-
rinya yang sudah berlangsung selama satu
dekade ini. Publik dalam negeri memberi-
kan tekanan agar pemerintah Jepang tetap
mengutamakan tanggung jawab domestik-
nya. Dengan demikian, kondisi ekonomi
dan politik dalam negeri Jepang akan sela-
lu menjadi variabel yang signifikan dalam
melihat dinamika hubungan ekonomi Je-
pang dengan Indonesia. Meskipun demi-
kian, Jepang sangat memegang komitmen-
nya untuk menjaga kondisi perekonomian
Asia, sebagai perwujudan tanggung jawab
Jepang sebagai kekuatan utama ekonomi di
Asia.

Resesi yang berkepanjangan dan mulai
menguatnya penolakan sebagian masyara-

66

Syamsul Hadi, dkk.

kat Jepang terhadap kebijakan pemberian
di saat Jepang sendiri
tidak mempe-

bantuan Jepang,
masih membutuhkannya,
ngaruhi komitmen Jepang untuk memban-
tu negara-negara Asia, termasuk Indonesia,
untuk keluar dari krisis ekonomi. Kebijak-
an pemberian bantuan pun tidak banyak
berubah, dimana Jepang tetap tidak tertank
untuk ikut campur tangan dalam pembuat-
an kebijakan negara penerima bantuan eko-
nominya. Jepang juga tetap menolak kebi-
jakan penghapusan utang dan hanya berse-
dia menunda  pembayaran  utang atau
pengurangan bunga pinjaman. Selain itu,
Jepang juga makin selektif dalam menga-
rahkan fokus pinjamannya. Bila sebelum
krisis Jepang memberikan pinjaman dana
cair, maka setelah melihat buruknya sistem
perbankan, lemahnya penegakan hukum
dan tingginya korupsi di Indonesia, Jepang
merubah fokus bantuannya menjadi ban-
tuan teknis (Financial knotw-how).

Bagi Indonesia sendiri, pemberian dana
bantuan Jepang melalul Miyazawa Plan di-
nilai sangat membantu pemulihan ekonomi
Indonesia setelah krisis. Terlebih lagi, Je-
pang masih menerapkan kebijakan untuk
tidak mengintervensi kebijakan ekonomi
dan politik Indonesia, sebagaimana halnya
kebijakan pemberian bantuan Jepang di
tahun-tahun yang Jalu. Kebijakan semacam
ini sangat ditunggu, mengingat dana IMF
yang tersendat-sendal dan memiliki impli-
kasi ekonomi dan politik yang relatif luas.

Dari uraian-uraian terdahulu, dapat ditarik
kesimpulan bahwa pada dasarnya dinami-
ka hubungan pemberian dana Jepang kepa-
da Indonesia selama masa krisis dipenga-
ruhi oleh beberapa faktor utama, di antara-
nya: Pertama, keinginan Jepang untuk me-
mulihkan perekonomiannya yang lesu pas-
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' ca-jatuhnya bubble economy, dengan cara
. menyelamatkan kredit Jepang yang terta-
" nam di Indonesia dan memastikan agar pa-

sar Indonesia tetap menyerap barang-ba-
rang industri Jepang. Kedua, posisi Jepang
sebagai kekuatan ekonomi regional yang
utama di kawasan Asia, membuat Jepang
berkepentingan untuk menjaga stabilitas
ekonomi Asia. Ketiga, hubungan Indonesia-
IMF akan sangat mempengaruhi lancar
atau tidaknya bantuan Jepang kepada In-
donesia. Hal ini terlihat ketika hubungan
Indonesia-Jepang yang renggang dan peng-
hentian sementara bantuan dana yang dite-
tapkan melalui Miyazawa Plan, akibat skan-
dal Bank Bali, yang juga memperburuk hu-
bungan Indonesia-IMF. Setelah hubungan
Indonesia-IMF membaik, kucuran dana Je-
pang pun kembali lancar.

Jepang pasti memiliki kepentingan akan
stabilitas perekonomian Indonesia, karena
dengan demikian kepentingan-kepenting-
annya di Indonesia akan lebih terjamin. Na-
mun, peningkatan utang Indonesia kepada
Jepang berarti pula peningkatan ketergan-
tungan Indonesia lerhadap bantuan Je-
pang. Bagaimana pemerintah Indonesia
dapat mengoptimalkan penggunaan dana
bantuan Jepang untuk agenda-agenda so-
sial-ekonomi yang “ membumi”, seperti
pengentasan kemiskinan, minimalisasi ke-
senjangan sosial, dan penumbuhan kewira-
usahaan (enferpreneurship) di masyarakat,
akan menentukan apakah bantuan Jepang
tersebut cukup berguna bagi rakyat Indo-
nesia atau sekedar " beban yang tertunda"
bagi bangsa ini di masa depan. Di samping
itu, masyarakat juga perlu berperan lebih
aktif dalam mengkontrol penyaluran dana-
dana bantuan itu, sehingga peluang bagi
penyelewangan dana itu dapat dipersem-
pit.
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